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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
NOMOR : @&.. TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM

Menimbang :a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari rabu tanggal dua puluh tujuh
bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang membahas
perihal Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan
Desa ;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka
dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan
Desa Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11,
12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
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31. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 2023
Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2023
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ;

Menetapkan : Menyetujui Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukum
pada Tanggal 27 Desember 2023

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Lumajang ;

2. Inspektur Daerah Kab. Lumajang ;

3. Kepala DPMD Kab. Lumajang ;

4. Camat Tekung ;

5. Kepala Desa Tukum ;
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH BPD

Pada hari ini rabu tanggal sembilan belas bertempat di Balai Desa Tukum
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah BPD
dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Rapat/musyawarah

dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta
Rapat/musyawarah, maka diperoleh kata sepakat untuk menyepakati Peraturan Desa
Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat/Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tukum, 27 Desember 2023
Ketua _B_[i[? Desa Tukum

/—’.M'( D QAT A
méw\m N
& qé""/ ﬁ"", \
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KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DIESA
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG

Nomor ; 100,37/, 94/427,89,06/2023
Nomor : 100,37/.S%./427.89.14 /2023

. »ada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua
ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama s H, QODIRIN
Jabatan . Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tukum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyaratan Desa
Tukum, sclanjutnya discbut PIHAK KESATU.,

2., Nama : SUSANTO, 8.H,

Jabatan : Kepala Desa Tukum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum

sclanjutnya dischut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Tukum Nomor
06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian kesepakatan bersama  ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tukum, 27 Desember 2023

DESA TUKUM.K

T

(CAMATAN TEKUNG

)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
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KEPALA DESA TUKUM
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUKUM

Menimbang . a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dansejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 19350 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangn Nomor 2
Tahun 1965;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ‘
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah secbagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
" pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019;

Mengingat 2 ¥

S 0 B
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Presiden Republin Indonesia Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20 14 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
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29, Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;

31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

32, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa,;

33. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa,

34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa,

35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

41. Peraturan Desa Tukum Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa;

42, Peraturan Desa Tukum Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai

berikut :
1.

SN

- o ®

Pendapatan Desa

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 2.125.678.370,00
. Belanja Desa

Jumlah Belanja Desa Rp. 2.125.678.370.00

Surplus/(Defisit) Rp. 0,00

Pembiayaan Desa

3.1, Penerimaan Pcmbiayaa.m

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan f;p. ggg

Selisih Pembiayaan (a-b) p. !
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dalam Pasal 1 tercanty
Peraturan Desa ini,

Iiggraélin Pendap_:atan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
am Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Pasal 3

Lampiran seba aim .
APBDesg; ana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

iilsz;t:z genyertaan modal, jikatersedia;
ana cadangan, jika tersedia;dan

daftar kegiatan :
an s
sebelumnya, jika ace O oanal@n di tahun anggaran

poge

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Des bagai ¢
pelaksanaan APBDesa. J a sebagai landasan operasional

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tharus

memenuhikriteria:

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

a.
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemgrlntah Desa; ol .
iliki ak van signifikan terhadap anggaran am rangka
d. memilild dampakt Yor0 oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

pemulihan yang disebabkan
permasalahan sosial;dan

e. berskala lokal Desa.
Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan
tahun berjalan;
b. keadaan yang menyeba
ja; dan
belanja; da watum 4

c. kegiatan yang 1aksana
menyebabkan SiLPA akan dilaks o APB Desa dengan T

i peruba X
kepa%)ifeSapdapzirr:xfnlg:;;llubisa tentang Penjabaran APB Desa dan
peru an Pera
memberitahukannya kepa a ‘
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Pasal 7

peraturan Desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum Kecamatan Tekung

Ditetapkan di Tukum
Pada tanggal -27 Desember 2023
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LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2023 NOMOR 06
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/
GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUKUM

TAHUN ANGGARAN 2024
¢ APBDES : APBDes Awal
Jen

KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
| 2 3 4
i PENDAPATAN
Pendapatan Asli D
41, P . 110.000.000,00
Pendapatan T
.2 patan Transfer 2.015.678.370,00
43 Pendapatan Lain-lain 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.125.678.370,00
5. BELANJA
51, Belanja Pegawai 495.084.080,00
52, Belanja Barang dan Jasa 738.471.440,00
53, Belanja Modal 638.122.850,00
54, Belanja Tidak Terduga 254.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.125.678.370,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Mintad pyy Siskeudes. . BVAPUZAYZ 10:42:21

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

